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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengusut urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 



pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang 

baik dibidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan dan tugas-tugas 

pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu 

samalainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

 Pembangunan desa sebagai sistem yang dikontruksi UU Desa, menempatkan masyarakat 

pada posisi strategis, sebagai subyek pembangunan. Dengan demikan, masyarakat memiliki 

ruang dan peran strategis dalam stategis dalam tata kelola Desa, termasuk di dalamnya 

penyelenggaraan pembangunan Desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan 

keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desa yang efektif untuk 

mewujudkan tata kelola Desa yang baik dan penyelenggaran pembangunan yang sesuai dan 

memenuhi aspirasi masyarakat. 

Kehadiran Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan 

sekaligus tantang baru bagi Desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah 

misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan 

menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu 

melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. 

Tenaga Pendamping desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sebagai 

perwujudan dalam pertanggungjawabannya melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, yang 

diharapkan mampu melakukan optimalisasi pembangunan desa, seperti yang tertuang dalam 

Pasal 112 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi 



“Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota 

bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa” yang artinya desa 

haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan di dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan 

masyarakat itu sediri. 

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa, perlu menetapkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan tentang 

pendamping desa yang berbunyi “ Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan 

pembangunan desa, dan pendampigan desa sesuai dngan kewenangan masing-masing”, 

pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebaimana tercantum pada peraturan menteri 

desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2015. 

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pendampingan, berdasarkan Permendes PDTT 

Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli 

profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga. Tenaga ahli profesional 

dimaksud adalah pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, tenaga teknik yang 

berkedudukan di provinsi, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa yang berkedudukan di 

desa. Sedangkan dijelaskan pada pasal 10, Permendes PDTT No.3 tahun 2015 yang berbunyi 

“Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, 

perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan 

kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah 

daerah kabupaten/kota, dan/atau desa”. 



Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa dijelaskan dalam pasal 129, ayat 1 (a) PP No. 

47 tahun 2015, yang berbunyi: ”Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk 

mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama desa, pengembangan 

BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.” 

Pendamping lokal desa atau PLD adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa di 

bawah kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Indonesia yang 

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang desa, yang bertugas untuk meningkatkan 

keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Sebelum lahirya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa, istilah „Pendamping desa‟ disemua tingkat wilayah dikenal dengan fasilitator PNPM 

(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri pedesaan. Sekretaris Desa Saleh Mulya, 

Ari wibowo, mengatakan bahwa :  

“Pendamping Lokal Desa (PLD) merupakan perpanjangan tangan dari pendamping desa 

yang langsung turun di Desa membantu meningkatkan kesejahtaraan masyarakat, melalui 

dana desa yang diturunkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pembanguan desa 

dan pemberdayaan desa di Desa Saleh Mulya. Pendamping lokal Desa (PLD) juga 

bertugas dalam mengawasi pembangunan dan pemberdayaan yang berjalan sesuai dengan 

Rancangan anggaran belanja (RAB) yang telah dibuat” (wawancara, 23 November 2018). 

 

Penyediaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tingkat kabupaten/kota, kecamatan 

dan desa (TAPM, PD dan PLD) dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka berdasarkan 

Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tentang 

pendamping Desa Bab III pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Rekrutmen pendamping desa, 

pendamping teknis,  dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka”. 

Pengadaan tenaga pendamping dilakukan untuk mencari dan mempekerjakan tenaga yang 

memenuhi kualifikasi dan sekaligus mendorong adanya persaingan yang sehat. Oleh karena itu 

proses rekrutmen ini dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efesien 

dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh calon pelamar. 



Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebaimana 

tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan : 

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan 

pembangunan desa. 

2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan dalam pembangunan desa yang 

partisipatif. 

3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan 

4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatiris. 

Salah satu faktor penentuan keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, 

khususnya PLD. Kapasitas dimaksud menunjuk pada kompentensi yang mencakup : (1) 

Pengetahuan tentang prespektif dan kebijakan UU Desa, (2) keterampilan teknis dan fasilitas 

pemerintah dan masyarakat desa dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik, dan (3) sikap 

kerja yang sesusai dengan tuntukan kinerja pandampingan profesional. 

Desa Saleh Mulya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Salek Kabupaten 

Banyuasin. Desa Saleh Mulya adalah desa transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 

1980. Menurut data monografi Desa Saleh Mulya tahun 2016 total penduduk yang berada di 

Desa Saleh Mulya adalah 2026 jiwa. Desa ini berada pada kawasan perairan karena berada pada 

tepi aliran Sungai Musi. Kawasan perairan pasang surut ini membuat struktur tanah yang berada 

di kawasan tersebut baik untuk dijadikan persawahan dan perkebunan, kerena potensi yang ada 

maka penduduk yang berada di Desa Saleh Mulya bermata pencarian sebagai petani. 

Berdasarkan Undang- undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa 

adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk 



mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Saleh 

Mulya yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah  datar rendah, dari luas Desa 

yang berada di Desa Saleh Mulya, sebagian besar persawahan. Persawahan di Desa Saleh Mulya  

= 40 % dan Pekarangan = 15 % dan 35 % merupakan lahan perumahan penduduk,  Perkantoran, 

Rumah Ibadah dan lain sebagainya. 

Status dalam perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2015 berdasarkan 

indikator pengukuran yang digunakan oleh pemerintah yaitu dari : (1) Kesehatan, (2) Pendidikan, 

(3) Modal sosial, (4) Pemukiman, (5) Ketahanan ekonomi dan, (6) Ekologi, Desa Saleh Mulya 

merupakan desa yang memiliki nilai IDM paling rendah yang berada di Kecamatan Air Salek 

Kabupaten Banyuasin.  Oleh karena itu pengawasan dalam pembangunan dan pemberdayaan di 

daerah ini harus ketat dan terstruktur. 

Banyaknya peraturan-peraturan yang  diberikan oleh pemerintah dalam membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, diharapkan dapat mencapai tujuan 

dan terealisasi dengan baik. Karena pentingnya pencapaian tujuan program pemerintah dalam 

kemajuan pada daerah tertingggal dan trasmigrasi maka pemerintah membuat kebijakan 

pendamping desa untuk mengoptimalisasikan dan membantu pemerintah desa dalam 

melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. 

Berikut data penempatan Pendamping Lokal Desa Tahun 2017 berdasarkan Surat Perintah 

Tugas Nomor : 414.2/004/PPPMD/2017 Kabupaten Banyuasin Kecamatan Air Salek 

Tabel 1 Penempatan Pendamping Lokal Desa Tahun 2017 

No 
Nama Pendamping 

Lokal Desa 

Lokasi Penempatan 

Desa Kecamatan 

1 Romadi, S.Pd 
Sidoharjo 

Air Salek 
Srimulyo 



Srikaton 

Salek Agung 

2 
Zam Zam Mabrur 

Nuris, SH (BA1) 

Damarwulan 

Bintaran 

Enggal Rejo 

Salek Mukti 

3 Muspirah, S.Pd.I 

Salek Makmur 

Upang 

Upang Marga 

4 Joko Prihayin 

Air Solok Batu 

Salek Jaya 

Saleh Mulya 

Sumber : berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/004/PPPMD/2017 Kabupaten 

Banyuasin Kecamatan Air Salek 

 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja PLD (Pendamping Lokal Desa) Nomor 414.2/Ktr-

07.09-65/PLD.KAB.BA/PPPMD/2017 disebutkan bahwa tugas pokok Pendamping Lokal Desa 

(PLD) adalah sebagai berikut : 

1. Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa. 

2. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

3. Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. 

4. Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa. 

5. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja 

prioritas kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. 

Pada dasarnya tugas pokok yang diberikan kepada setiap pendamping desa harus 

digunakan untuk mendampingi dan mengawasi desa, meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan 

pembangunan desa. Dengan tugas pokok yang jelas tersebut, diharapkan agar dapat terealisasi 

sepenuhnya serta dapat memecahkan masalah dan memajukan Desa Saleh Mulya. 

Alasan pemerintah memberikan tugas kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk 

mengawasi dan mendampingi pemerintah desa, karena masih banyak permasalahan yang terjadi 

di desa. Permasalahan yang sering terjadi di tingkat desa adalah seperti kurangnya pemahanam 



mengenai perencanaan pembangunan desa,pembuatann agenda kerja, pembuatan laporan, 

kurangnya pemahaman mengenai penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJ-desa). 

Dalam hal ini Pendamping Lokal Desa (PLD) dituntut untuk bekerja secara maksimal 

dalam proses pendampingan desa. Selain itu Pendamping Lokal Desa (PLD) harus lebih masuk 

kedalam tata kelola pemerintah desa, memastikan peran aparatur pemerintahan desa dan 

berperan aktif dalam proses pembangunan desa yang mereka dampingi. 

Pelaksanaannya tugas pokok Pendamping Lokal (PLD) Desa Saleh Mulya pada dasarnya 

belum sepenuhnya terealisasi, hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa permasalahan 

mengenai kinerja dari pendampingan desa seperti: 

1. Pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan  tidak dilaksanakan dengan   

maksimal. 

2. Pendamping loka ldesa tidak memahami tugas dan fungsinya. 

3. Rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam 

membina Kepala Desa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) 

Adanya presepsi yang buruk tentang pendamping lokal desa menjadi kritikan keras bagi 

pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh pendamping lokal  desa harus dilaksanakan dengan 

maksimal, karena pendamping lokal desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam 

sistem pemerintahan desa. Pendampingan desa yang ada di Desa Saleh Mulya merupakan 

program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa. Hal ini karena pada 

pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2015, Desa Saleh Mulya adalah desa dengan 



status desa tertinggal dan memiliki nilai IDM paling rendah di Kecamatan Air Salek Kabupaten 

Banyuasin. 

Tabel 2 Indeks Desa membangun (IDM) Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin 

tahun 2015 

No  Kecamatan Desa IDM Status  

1 

Air Salek 

Salek Mukti 0,611 Berkembang 

2 Sidoharjo 0,603 Berkembang 

3 Damarwulan 0,599 Berkembang 

4 Srikaton 0,596 Tertinggal 

5 Srimulyo 0,565 Teringgal 

6 Bintaran 0,533 Teringgal 

7 Salek Jaya 0,527 Tertinggal 

8 Enggal Rejo 0,519 Tertinggal 

9 Salek Makmur 0,501 Tertinggal 

10 Salek Agung 0,499 Teringgal 

11 Upang Marga 0,498 Tertinggal 

12 Air Solok Batu 0,496 Teringgal 

13 Upang 0,494 Teringgal 

14 Saleh Mulya 0,493 Tertinggal 
Sumber :Indeks Desa membangun (IDM) Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin tahun 2015 

 Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang ada dalam uraian latar belakang mengenai 

pendamping lokal desa, penelitian ini dapat menjadi bahan penilaian penting untuk mengetahui 

bagaimana sesungguhnya tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya Kecamatan 

Air Salek Kabupaten Banyuasin.  

 Ukuran mengenai baiknya pelaksanaan tugas tidak hanya berdasarkan kedisiplinan, tetapi 

karena banyakfaktor. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan di atas, maka perlu 

diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dari pendamping lokal desa di Desa Saleh 

Mulya. Dengan demikian diharapkan dapat tergambarkan kinerja dari implementasi tugas 

Pendamping Lokal Desa di Desa Saleh Mulya kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Tahun 

2017. 

B. Rumusan Masalah 



 Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian tersebut adalah 

bagaimakah kinerja implentasi tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya 

Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ? 

C.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja implementasi dari 

tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2017. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam ilmu Administrasi Negara 

khusnya untuk ilmu Kebijakan Publik mengenai implementasi program pemerintah. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan bahan referensi, alternatif 

informasi bagi penelitian mengenai implementasi kebijakan dan diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk pelaku birokrasi pemerintahan desa dalam mengimplementasi 

pendamping lokal desa di Desa Saleh Mulya. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

  

Abdul Wahab, Solichin, 2012. Analisis kebijakan dan Formulasi ke Implemetasi Kebijakan  

Negara. Bumi Aksara. Jakarta 

 

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alpabeta 

Anggara, Sahya.2014. Kebijakan Publik. Bandung : CV Pustaka Setia 

Bungin. 2012. Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial  

Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

 

Creswell, Jhon W.2014. Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed.  

Terjemahan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar 

 

Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada  

University Press. 

 

Nugroho, Riant, 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta :  

Pustaka Pelajar 

 

Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih. 2015. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan  

Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta : Gava Media 

 

Subarsono, A. 2014. Analisis kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

 

Suwitri,S. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Bandung : RTH 

 

Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada  

Media Grup 

 

Van Horn, van Metter. 1975. The Policy Implementation Process (A Conceptual  

Framework). Departement of Politicial Science Ohio State University. 

 

Widodo. 2001. Implementasi Kebijakan. Bandung : Pustaka Pelajar 



 

Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik di Era Globalisasi. Yogyakarta : CAPS (Center of  

Academic Publishing Services), University Press. 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dan  

Trasmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian  

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi 

 

Peraturan Pemerintah Republic Indonessia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan  

Peaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Undang – Undang  

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik  

Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa  

Jurnal / Karya Ilmiah 

Susanti, Martien Herna. 2017. Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan  

Pertisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kacamatan  

Limbangan Kabupaten Kendal. Integralistik Diterbitkan. No.1/Th.XXIII/2017 Januari- 

juni 2017  

 

Sarifudin. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Malaka Kecamatan  

Dondo Kabupaten Toli – Toil. E-Jurnal Katalogis Diterbitkan. Vol.2. No.1, Januari  

2014 : 32-42 



 

Susanto, Slamet Hari. 2017. Implementasi program Pedamping Profesional Desa : Program  

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Kabupaten  

Bojonegoro. Jurnal Cakrawala Diterbitkan. Vol.11 No.1 Juni 2017 : 49- 66 


